TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUKUM BANGUNAN DI INDONESIA by Sari, Elsi Kartika
 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUKUM BANGUNAN DI 
INDONESIA 
 
Elsi Kartika Sari 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti 
elsi.ks@trisakti.ac.id  
 
 
ABSTRAK 
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat 
strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Realisasi dari 
pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, 
jalan raya, pelabuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung diatur dan 
dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. Oleh karena itu 
penulis   membahas bagaimana pengaturan bangunan gedung di Indonesia dengan metode penelitian secara 
deskriptif normatif. Pengaturan bangunan gedung di Indonesia dituangkan dalam UU No. 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung jo PP. No 36 Tahun 2005. Dalam UU Bangunan Gedung setiap bangunan 
gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Dengan 
dibangun suatu bangunan akan menimbulkan hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung. 
Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, 
dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi 
pidana dapat dikenai pada setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar, mengakibatkan 
bangunan tidak laik fungsi; mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; mengakibatkan kecelakaan 
bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup; mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
Tata cara pengenaan sanksi mengikuti ketentuan KUHAP. 
Kata Kunci: Hukum Bangunan. Indonesia 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, karena pembangunan yang kita 
laksanakan itu jelas merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun sprituil. Realisasi dari pembangunan yang telah 
dilaksanakan di Indonesia dapat kita temui dari adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti 
pembangunan perumahan rakyat, jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain sebagainya. Pembangunan ini juga 
menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk terwujudnya usaha-usaha untuk 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang 
dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam 
kenyataannya peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat di dalam banyak 
peraturan, sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum. 
(http://ciengdatas.blogspot.com/2012/09/permasalahan-izin-mendirikan_26.html  diakses: 29 juli 2018) 
Kenyataan sekarang dapat kita lihat dengan meningkatnya jumlah gedung yang menjulang dan aneka 
bentuk bangunan serta meningkatnya penggunaan alat-alat modern dan lain-lain akan menimbulkan 
permasalahan baik sekarang maupun di masa yang akan datang jika tidak diimbangi peraturan-peraturannya 
maupun kemampuan dalam pelaksanaannya. Proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertolak pada 
salah satu prasarana penunjang dalam hal komponen fisik bangunan untuk dapat mengerjakan serta 
mengembangkan berbagai usahanya. Hingga saat ini kita dapat melihat bahwa pembangunan di segala bidang 
sedang giat-giatnya dilaksanakan baik proyek fisik berupa gedung, rumah, dsb maupun berupa non fisik 
berupa fasilitas-fasilitas umum. (http://indraadnan92.blogspot.com/2011/08/aspek-hukum-dalam-
konstruksi.html diakses: 29 juli 18). Adapun produk bentuk fisik baik yang berupa prasarana maupun sarana 
yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, 
sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu penyelengaraan bangunan gedung 
diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus 
untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri serta seimbang, serasi, dan selaras dengan 
lingkungannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengaturan penyelengaraan 
bangunan gedung di Indonesia yang dilakukan secara deskriptif normatif. 
 
II. PEMBAHASAN 
Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat di mana 
manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. Pengaturan bangunan gedung di Indonesia telah dituangkan 
 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) yang 
telah diundangkan pada tanggal 6 Desember 2002 dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun  2002 tentang bangunan gedung yang telah disahkan pada tanggal 
10 September 2005. 
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 
kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.(Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2002). Bangunan 
gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian 
bangunan gedung dengan lingkungannya. 
Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik 
ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedungnya. Fungsi 
bangunan gedung meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta 
fungsi khusus. Oleh karena itu, satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Fungsi 
bangunan gedung ini yang nantinya akan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam hal 
terdapat perubahan fungsi bangunan gedung dari apa yang tertera dalam IMB, perubahan tersebut wajib 
mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah. 
Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui perencanan teknis dan pelaksanaan beserta 
pengawasanya, sehingga pembangunaan bangunan gedung wajib  dilaksnakan secara tertib administratif dan 
teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan. 
Dalam UU bangunan gedung dikatakan dalam Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2002, setiap bangunan gedung harus 
memenuhi persyaratan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persyaratan administratif dan teknis bangunan 
gedung di mana diatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi kedua persyaratan tersebut. 
1. Persyaratan Administratif bangunan gedung ini yaitu: (Pasal 8 UU No 28 Tahun 2002 jo Pasal 10-15 PP 
No. 36 Tahun 2005) 
a) Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; Setiap bangunan 
gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik 
pihak lain. Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin 
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis 
antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung. 
b) Status kepemilikan bangunan gedung; status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat 
bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan 
gedung fungsi khusus oleh pemerintah, berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. 
c) Izin Mendirikan Bangunan Gedung, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki 
IMB. Izin Mendirikan Bangunan merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 
pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan 
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (PMDN No. 32 
Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan). Izin mendirikan bangunan gedung merupakan 
prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota. Masa berlakunya IMB adalah 
selamanya, sepanjang tidak mengalami perubahan pada bangunan, karena adanya penambahan atau 
renovasi, pembongkaran atau kerusakkan dan kehancuran akibat bencana alam/kebakaran, perubahan 
guna/fungsi bangunan dan atau pemilik bangunan meninggal dunia. 
2. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu meliputi: 
a) Persyaratan Tata Bangunan 
1) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu berhubungan dengan persyaratan 
peruntukan lokasi bangunan gedung yang tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, 
fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum, serta ketinggian gedung 
sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL. 
2) Arsitektur bangunan gedung; meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang-
dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, 
serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap 
penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.  Penampilan bangunan gedung harus 
dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, 
dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan 
gedung dengan harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang 
terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. 
3) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu persyaratan pengendalian dampak 
lingkungan yang hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting 
terhadap lingkungan. Persyaratan terhadap dampak lingkungan ini sendiri berpedoman pada 
 undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang kewajiban setiap 
usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan 
hidup untuk wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin 
melakukan usaha dan/atau kegiatan 
b) Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung 
1) Keselamatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk 
mendukung beban muatan, kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi 
bahaya kebakaran dengan melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem 
proteksi pasif dan/atau proteksi aktif serta bahaya petir melalui sistem penangkal petir; 
2) Kesehatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan sistem sirkulasi udara, pencahayaan, sanitasi, 
dan penggunaan bahan bangunan gedung; 
3) Kenyamanan, yaitu berkenaan dengan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, 
kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; dan 
4) Kemudahan, yaitu berkenaan dengan kemudahan akses bangunan gedung, termasuk tersedianya 
fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia, 
serta penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, 
tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. 
Pemerintah Daerah akan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi  terhadap bangunan gedung yang telah 
selesai dibanguan dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan (Pasal 71 PP No. 36 Tahun 2005 jo 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Sertifikat Laik Fungsi). 
Pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pelayanan 
prima dan tanpa dipungut biaya.  Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan 
pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 
bangunan gedung. Adapun jangka waktu sertifikat laik fungsi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk 
rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya. 
Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, 
dan pemeriksaan secara berkala. Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik 
bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi. Oleh karena itu pemanfaatan bangunan gedung wajib 
dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan 
fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. 
Dengan dibangun suatu bangunan akan menimbulkan Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna 
Bangunan Gedung (Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2002). 
a.  Dalam  penyelenggaraan  bangunan  gedung,  Pemilik Bangunan Gedung mempunyai hak: 
1) Mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah 
memenuhi persyaratan;  
2) Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah;  
3) Mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan 
dari Pemerintah Daerah;  
4) Mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah karena 
bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;  
5) Mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah;  
6) Mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya 
dibongkar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya. 
Kewajiban Pemilik Bangunan Gedung dalam  penyelenggaraan  bangunan  gedung : 
1) Menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai 
dengan fungsinya;  
2) Memiliki izin mendirikan bangunan (imb); 
3) Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan 
dilakukan dalam batas waktu berlakunya izin mendirikan bangunan;  
4) Meminta pengesahan dari pemerintah daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang 
terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan. 
b. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung mempunyai hak: 
1) Mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan gedung  
2) Mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau 
ruang tempat bangunan akan dibangun;  
3) Mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung;  
4) Mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang laik fungsi;  
 5) Mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan 
dilestarikan. 
Pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan 
gedung: 
1) Memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;  
2) Memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;  
3) Melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;  
4) Melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung.  
5) Memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi;  
6) Membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, 
dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan, 
dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum. 
Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, 
keselamatan masyarakat dan lingkungannya. Pembongkaran bangunan gedung harus sesuai dengan ketetapan 
perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung 
fungsi khusus oleh pemerintah serta meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan 
pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara 
umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan 
untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat. Bangunan gedung dapat 
dibongkar apabila ( Pasal 91 ayat 2 PP 36 Tahun 2005):  
a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil 
pengkajian teknis. Pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh 
pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung 
b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya;  
c. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. 
Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan 
lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Daerah. 
Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung, pemerintah daerah 
menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran. Dalam hal 
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu, 
pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran 
bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya 
pembongkaran ditanggung oleh pemerintah daerah. 
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga 
ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran 
bangunan gedung,  dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan 
gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan. 
Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah terhadap: 
a. Indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau  
b. Bangunan  gedung  yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi 
menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya. 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat 
dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui 
pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 
menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. 
Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau 
persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 
dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. 
a. Sanksi Administratif dapat berupa: 
1) Peringatan tertulis,  
2) Pembatasan kegiatan pembangunan,  
3) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,  
4) Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;  
5) Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;  
6) Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;  
7) Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 
8) Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau  
 9) Perintah pembongkaran bangunan gedung. 
Selain pengenaan sanksi administratif dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per 
seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun dan Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan  
Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur perundangan dibidang jasa konstruksi. 
b. Sanksi Pidana dapat berupa: 
Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau 
pidana denda. Pidana kurungan dan/atau pidana meliputi:  
1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per 
seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;  
2) Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) 
dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga 
menimbulkan cacat seumur hidup.  
3) Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) 
dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
Tata cara pengenaan sanksi pidana tersebut diatas dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 
III. SIMPULAN 
Pengaturan bangunan gedung di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun  2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam UU Bangunan  
Gedung dikatakan setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
bangunan gedung. Dengan dibangun suatu bangunan akan menimbulkan hak dan kewajiban pemilik dan 
pengguna bangunan gedung. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan 
fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, 
dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung ini dikenai sanksi administratif dan/atau 
sanksi pidana. Sanksi pidana apabila setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan 
yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi; 
mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga 
menimbulkan cacat seumur hidup; mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tata cara pengenaan sanksi 
pidana tersebut di atas dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 
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